
  

 

 

 

 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 24 TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2014  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 

188.44/062/DPPKAD/2014 tentang Pemberian Bantuan 

Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 

Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Beliltung    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4268); 
    

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
    

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
   

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
   

SALINAN 



 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
   

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
    

 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
    

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
   

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 
   

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 



 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
   

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 
    

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
    

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 
    

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 17); 
    
  18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 68); 

    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 
 
 

 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 

68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 68), diubah sebagai berikut: 

 



1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

sebagai berikut: 
  
 

a. Pendapatan :   

    
 Pendapatan Asli Daerah  Rp 47.811.450.750,00 

    
 Dana Perimbangan Rp 484.777.066.000,00 

    
 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 80.500.985.360,00 

 Jumlah Pendapatan Rp 613.089.442.110,00 

    

 
b. Belanja :   

    
 1. Belanja Tidak Langsung :   

    
 a) Belanja Pegawai Rp 241.597.005.846,00 

    
 b) Belanja Bunga Rp 0,00 

    
 c) Belanja Subsidi Rp 0,00 

    
 d) Belanja Hibah Rp 25.176.559.962,00 

    
 e) Belanja Bantuan Sosial Rp 9.816.650.000,00 

    
 f) Belanja Bagi Hasil Rp 31.774.825.900,00 

    
 g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 346.950.200,00 

    
 h) Belanja Tidak Terduga Rp 1.000.000.000,00 

            Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 309.711.991.908,00 

    
 2. Belanja Langsung :   

    
 a) Belanja Pegawai Rp 54.902.462.500,00 

    
 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 159.503.220.052,00 

    
 c) Belanja Modal Rp 188.671.967.650,00 

 Jumlah Belanja Langsung Rp 403.077.650.202,00 

    
 Jumlah Belanja Rp 712.789.642.110,00 

    
 Surplus/Defisit Rp (99.700.200.000,00) 

c. Pembiayaan Daerah :   

    
 1. Penerimaan Rp 105.200.200.000,00 

    
 2. Pengeluaran Rp 5.500.000.000,00 

    
 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 99.700.200.000,00 

 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan 

 

Rp 

 

0,00 

 
 

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

 

    Ditetapkan di Manggar 

    pada tanggal 21 Maret 2014 

            BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

    ttd 

 

     BASURI TJAHAJA PURNAMA 

 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 21 Maret  2014 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

 

                  ttd 

 

          TALAFUDDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 24 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

AMRULLAH, SH 
Penata(III/c) 

NIP. 19710602 200604 1 005 
 


